
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 
TAHUN 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG 

Jl. Cut Meuthia  No.23 B Telp.0721 487310 
BANDAR LAMPUNG 35214 



18 

 

DAFTAR ISI 

 

 Halaman  

KATA PENGANTAR i 

DAFTAR ISI ii 

  

BAB   I PENDAHULUAN  ..................................................................... 1 

 1.1 Latar Belakang  ................................................................ 1 

 1.2 Dasar Hukum   ................................................................. 2 

 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi  ................................................ 2 

   

    

BAB  II RENCANA STRATEGIS    …................................................. 7 

 1.1 Rencana Strategis Tahun 2019 -2024 ............................ 7 

 1.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu ........................... 10 

 1.3 Rencana Kinerja Tahun 2021 ......................................... 10 

   

    

BAB  IV PENUTUP  ................................................................................. 16 

    

 

LAMPIRAN  : 

  Lampiran 1 : Matrik Rencana Strategis PD 2020 – 2021 

  Lampiran 2 : Rencana Kinerja PD Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ii 



19 

 

KATA PENGANTAR 
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Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di masa yang akan datang. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang  

 

 

Sub sektor peternakan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi 

suatu wilayah, khususnya di daerah pedesaan yang sebagian masyarakatnya 

menggantungkan sektor peternakan sebagai salah satu motor penggerak 

perekonomian. Berdasarkan data BPS (2019), kontribusi sub sektor peternakan 

terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung 

semakin meningkat yaitu sebesar 4,37 %.  

 Kondisi eksisting yang telah dicapai selama ini memiliki sinergi yang kuat 

dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Lampung yakni “RAKYAT LAMPUNG 

BERJAYA”, yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan  dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang dijabarkan dalam Misi 5 (lima)  

yakni “membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan 

wilayah  perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan”.  

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sebagai unsur 

penyelenggara tugas pemerintahan di Provinsi Lampung memiliki tugas dan fungsi 

serta kewajiban dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kegiatan setiap tahun anggaran. Untuk memenuhi kewajiban dalam 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta sebagai 

komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusunlah Rencana 

Kerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 

2021. 
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1.2  Dasar Hukum 

 

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2021 Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Provinsi Lampung antara lain: 

 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Presiden Nomor  29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan 

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 

2021; 

10. Daftar Isi Pelaksana Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2021 Ditjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (06) TP dan Ditjen Prasarana dan Sarana 

Pertanian. 

 

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yaitu 

melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yakni tugas  

dekonsentrasi dan pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta tugas 
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lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur 

Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Satker Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan pengaturan, perencanaan dan penetapan standard 

operasional bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan;  

b. Penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan 

hewan; 

c. Pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan pakan ternak;  

d. Pengawasan sarana peternakan dan kesehatan hewan;  

e. Pembinaan dibidang peternakan dan kesehatan hewan;  

f. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; 

g. Pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil peternakan;  

h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis dalam bidang peternakan dan kesehatan 

hewan;  

i. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang peternakan dan 

kesehatan hewan;  

j. Pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana peternakan dan kesehatan hewan;  

k. Dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang berada di 

bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

dengan susunan organisasi sebagai berikut:  

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris, membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
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b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; 

c. Sub Bagian Perencanaan. 

3. Bidang Prasarana dan Sarana Peternakan, membawahi : 

a. Seksi  Pakan; 

b. Seksi  Inovasi Teknologi Peternakan; 

c. Seksi  Alat dan Mesin Peternakan. 

4. Bidang Perbibitan dan Produksi, membawahi: 

a. Seksi  Perbibitan Ternak; 

b. Seksi Produksi Ternak Ruminansia ; 

c. Seksi Produksi Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak. 

5. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), 

membawahi:  

a. Seksi  Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 

b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet); 

c. Seksi  Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan. 

6. Bidang  Usaha dan Pasca Panen, membawahi : 

a. Seksi  Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; 

b. Seksi Pembiayaan dan Kemitraan Peternakan ; 

c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan . 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

8.  Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang   

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan 

keterampilannya. 
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b. Sumber Daya 

 

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung periode Januari 2021 yaitu sebagai berikut: 

 

JUMLAH PEGAWAI 
KUALIFIKASI 

PENDIDIKAN 

PANGKAT/ 

GOL 

JUMLAH PEJABAT 

STRUKTURAL FUNGSIONAL 

PNS : 114  S3 : -  IV/d : -  Es.II-a : 1 10 

CPNS : 37  S2 : 25  IV/c : 1  Es.III-a : 5  

    S1 : 88  IV/b : 7  Es.III-b : 4  

    D4 : -  IV/a : 16  Es.IV-a : 24  

    D3 : 8  III/d : 27  Pelaksana : 107  

    D2 : -  III/c : 18      

    D1 : 1  III/b : 27      

    SLTA : 25  III/a : 31      

    SLTP : 2  II/d : 14      

    SD : 1  II/c : 3      

        II/b : 5      

        II/a : -      

        I/d : 2      

        I/c : -      

        I/b : -      

        I/a : -      

PTHL : 12              

Sumber: Sub. Bagian Umum Kepegawaian, 2021 

 

c. Anggaran  

 

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang diukur melalui  

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun 

2021 seperti terlihat pada Tabel dibawah ini : 

Alokasi Anggaran APBD dan APBN untuk Mencapai 

Sasaran Strategis Tahun 2021 

 

PROGRAM ANGGARAN KET 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 18.406.298.100 APBD 

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana 

Pertanian 

7.026.350.000 APBD 

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana 

Pertanian 

1.897.699.500 APBD 

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

703.126.800 APBD 

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana 

Pertanian 

132.800.000 APBD 

Program Perizinan Usaha Pertanian 45.108.000 APBD 



6 

 

PROGRAM ANGGARAN KET 

Program Penyuluhan Pertanian 716.917.600 APBD    
Jumlah APBD 28.928.300.000 APBD 

Program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 27.742.184.000 APBN 

Program Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 1.120.000.000 APBN 

   

Jumlah APBN 28.862.184.000 APBN 

TOTAL APBD + APBN 57.790.484.000  
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BAB II 

RENCANA STRATEGIS  

 

 

2.1 Rencana Strategis  

 

 

 
Pada periode Renstra Tahun 2019-2024  visi dan misi Perangkat Daerah mengikuti 

visi Gubernur Provinsi Lampung yaitu “RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”. Visi 

tersebut salah satunya dimaksudkan untuk memenuhi kehidupan masyarakat yang 

maju dan berdaya saing. Yakni kondisi kehidupan yang lebih produktif didukung 

dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga 

masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang 

termasuk dalam persaingan global. Serta kehidupan yang sejahtera yaitu kondisi 

masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan, yang dicirikan 

dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, 

tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. 

 

Pada periode Renstra 2019 – 2024 misi Perangkat Daerah mengikuti  Misi  Gubernur, 

untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 6 

(enam) misi yaitu : 

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis),  berbudaya, aman dan damai.  

2. Mewujudkan good governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan   

pelayanan publik.  

3. Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum 

difabel. 

4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan    

konektivitas wilayah. 

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah  

perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.  

6.   Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.  
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Sektor Peternakan  masuk ke dalam misi kelima dalam RPJMD Tahun 2019-2024 

Provinsi Lampung. Untuk mendukung pencapaian Sasaran Misi 5 RPJMD 2019-

2024, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan Tujuan Rencana 

Stratejik Tahun 2019-2024 yaitu: ”Meningkatnya pertumbuhan sub sektor 

peternakan”, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu : “Peningkatan Produksi 

Ternak”. 

 

 

a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka Rencana Kinerja 

Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah yang berwawasan pada 

peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai dengan kondisi daerah. 

b. Meningkatkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, 

organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada 

seluruh Perangkat Daerah. 

c. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pemerintah, dengan 

melaksanakan analisis jabatan dan pendayagunaan kinerja aparatur pemerintah 

yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan 

sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat, serta 

meningkatkan kinerja aparatur pemerintah selaku pelayan masyarakat. 

d. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan melalui pembinaan, monitoring 

evaluasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan, 

pendayagunaan kinerja aparaturserta memfasilitasi perangkat daerah pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

Untuk menunjang visi dan misi yang sesuai dengan RPJMD dan sesuai dengan 

sasaran strategis yang menjadi sasarannya adalah sebagai berikut : 
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1. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pembinaan, evaluasi dan petunjuk 

teknis penataan Kelembagaan Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi 

Lampung yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Tersedianya bahan perumusan kebijakan, pembinaan, wujudnya bahan 

pembinaan dan petunjuk teknis pembukuan tatakerja dan prosedur kerja yang 

mendukung tupoksinya. 

3. Tersedianya bahan pembinaan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan 

penyusunan  analisis dan formasi jabatan dalam mendukung tugas pokok dan 

fungsi Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

4. Tersedianya bahan pembinaan dan petunjuk teknis pendayagunaan kinerja 

aparatur bagi Perangkat Daerah Provinsi Lampung. 

 

b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis 

 

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai atau 

dihasilkan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah mendukung misi kelima 

yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah 

perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Sasaran strategis dan indikator 

kinerja utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung adalah 

sebagai berikut : 

 

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2021 

Peningkatan produksi 

peternakan 

Produksi pangan asal ternak 

 

  

a. Produksi Daging Ton 146.458 

 b.   Produksi Telur Ton 168.315 
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2.2 Evaluasi Capaian Renstra Tahun Lalu 

 

Sasaran Indikator Sasaran 

Kondisi 

Awal 

(2020) 

Rencana 

Kinerja 

Tahun 

2020 

Realisasi Capaian 

Peningkatan 

produksi 

peternakan 

Produksi pangan 

asal ternak 

    

 a. Produksi daging  127.923 136.877 127.258* 93 % 

 b. Produksi telur 147.014 157.304 154.945* 98,5 % 

Ket  : *Realisasi capaian kinerja berdasarkan Angka Sementara Statistik Peternakan dan 
Kesehatan Hewan  Tahun 2020 

 

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2021 

Untuk melaksanakan kebijakan dan program Satker Dinas  Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Lampung ditetapkan program dan kegiatan APBD dan APBN Tahun 

Anggaran 2021 sebagai berikut : 

A. Program Kegiatan APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

Lampung : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung  

Rp. 18.406.298.100,-  

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Rp. 184.406.000,- 

• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  

Rp. 145.540.600,-  

• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 38.865.400,- 

1.2  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 15.159.450.000,-  

• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 15.134.450.000,- 

• Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp. 25.000.000,- 

1.3  Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  

Rp. 30.000.000,- 
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• Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah PD 

Rp.30.000.000,- 

1.4  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 55.000.000,- 

• Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi Rp.30.000.000,- 

• Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan 

Rp. 25.000.000,- 

1.5  Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.1.528.211.700,- 

• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan 

Kantor Rp.25.000.000,- 

• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  

Rp. 188.280.500,- 

• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp. 10.000.000,- 

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 24.000.000,- 

• Penyediaan Bahan / Material Rp. 30.000.000,- 

• Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 20.000.000,- 

• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD  

Rp. 1.230.931.200,- 

1.6  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

Rp. 989.229.400,- 

• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Rp. 300.000.000,- 

• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 689.229.400,- 

1.7  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  

Pemerintahan Daerah Rp. 460.001.000,- 

• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  

Rp. 160.000.000,- 

• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.30.000.000 

• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya Rp. 230.001.000,- 
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• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 40.000.000,- 

 

2. Program  Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 

Rp. 7.026.350.000,- 

2.1 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan 

Tanaman  Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan 

Provinsi  

Rp. 2.725.908.000,- 

• Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit 

Ternak  dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan 

Kewenangan Provinsi Rp. 788.150.000,-  

• Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen  Mutu    

Benih/Bibit    Ternak    dan Tanaman   Pakan   Ternak,   Bahan   

Pakan,   serta Pakan Kewenangan Provinsi Rp.1.937.758.000,- 

2.2 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran   

Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan 

Kewenangan Provinsi 

                  Rp. 1.103.732.000,-  

• Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan 

Hijauan Pakan Ternak Rp. 1.100.000.000,- 

• Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 

Rp.   3.732.000,- 

2.3  Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 

 Rp. 76.310.000,- 

• Pemeriksa Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan 

Peredaran Obat Hewan Rp. 76.310.000,- 

2.4 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang   

Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain  

      Rp. 3.120.400.000,- 

• Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah 

Provinsi  Lain Rp.3.120.400.000,- 
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3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian  

Rp. 1.897.699.500,- 

3.1 Penataan Prasarana  Pertanian Rp. 1.897.699.500,- 

• Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan 

Komoditas Pertanian Rp. 38.150.000,- 

• Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan 

Hewan Rp. 122.200.000,- 

• Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung 

Pertanian Lainnya  Rp. 267.349.500,- 

• Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung 

UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 

Rp. 1.470.000.000,- 

 

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner Rp. 703.126.800,- 

4.1 Penjaminan  Kesehatan  Hewan,  Penutupan  dan Pembukaan 

Daerah    Wabah    Penyakit    Hewan Menular Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

Rp. 251.720.000,- 

• Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan 

dan Zoonosis Rp. 251.720.000,- 

4.2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk 

Hewan Lintas Daerah Provinsi Rp. 59.630.000,- 

• Pengawasan  atas  Penerapan  Persyaratan Teknis untuk  

Pemasukan  dan/atau  Pengeluaran  Hewan dan Produk Hewan 

Rp. 59.630.000,- 

4.3 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen 

Bebas   Penyakit   dan   Unit Usaha Produk Hewan  

Rp. 254.742.000,- 

• Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen 

Bebas Penyakit Rp. 8.970.000,- 

• Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit 

Usaha Produk Hewan Rp. 215.644.000,- 
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• Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner Rp. 30.128.000,- 

4.4 Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner  

      Rp. 62.408.000,- 

• Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan 

Rp. 62.408.000,- 

4.5 Kesejahteraan Hewan Rp. 74.626.800,- 

• Pengelolaan Penerbitan  sertifikat kesejahteraan hewan dan 

Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Rp. 74.626.800,- 

 

5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian  

Rp. 132.800.000,- 

5.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi  

Rp. 132.800.000,- 

• Penanggulangan   Pasca   Bencana   Alam   Bidang Tanaman    

Pangan,    Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Rp. 132.800.000,- 

 

6. Program Perizinan Usaha Pertanian Rp. 45.108.000,- 

6.1 Penerbitan  Izin  Usaha  Pertanian  yang  kegiatan Usahanya dalam 

Daerah Kabupaten/Kota Rp. 45.108.000,- 

• Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha 

Pertanian Rp. 45.108.000,-  

 

7. Program Penyuluhan Pertanian Rp. 716.917.600,- 

7.1 Pengembangan  Penerapan Penyuluh Pertanian Rp.373.423.600,- 

• Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi, dan Inovasi 

Pertanian Rp. 59.123.600,- 

• Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani  

Rp. 314.300.000,- 

7.2 Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  Ekonomi Petani Berbasis 

Kawasan Rp. 343.494.000,- 
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• Pembentukan  dan     Penguatan     Kelembagaan 

Koorporasi Petani Rp. 204.736.000,- 

• Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani 

Rp. 23.800.000,- 

• Penilaian  Kelayakan  dan  Standarisasi  Manajamen 

Koorporasi Petani Rp. 114.958.000,- 

 

B. Program Kegiatan APBN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi 

Lampung sebagai berikut : 

• Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia: 

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 1.906.828.000,- 

• Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak  

     Rp. 1.906.828.000,- 

2. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas 

     Rp. 25.152.140.000,- 

• Peningkatan Produksi Pakan Ternak Rp. 1.917.850.000,- 

• Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan  

Rp. 1.157.000.000,- 

• Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak 

Rp. 21.372.290.000,- 

• Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Rp. 705.000.000,- 

3. Program Dukungan Manajemen Rp. 683.216.000,- 

• Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 

Peternakan Rp. 683.216.000,- 

 

• Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia: 

2) Program Ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas 

- Pengolahan Air Irigasi untuk Pertanian Rp. 570.000.000 

3) Program Dukungan Manajemen 

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lain Ditjen PSP  

Rp. 550.000.000 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan  Provinsi 

Lampung Tahun 2021 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian 

sasaran strategis sampai akhir Tahun 2021. RKT ini  merupakan bentuk tindak lanjut 

dari Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 

Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 

Sebagai bagian penutup dari Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021, diharapkan  sasaran strategis yang 

telah ditetapkan dapat dicapai sepenuhnya sesuai dengan alokasi waktu dan anggaran.  

 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Provinsi Lampung, maka dibutuhkan beberapa  upaya untuk mencapai  sasaran target 

melalui: 

1. Meningkatkan koordinasi antara lintas sektor dan lintas program termasuk 

dengan para pelaku usaha di bidang peternakan. 

2. Meningkatkan advokasi kepada legislatif, eksekutif maupun stakeholder 

lainnya dalam hal anggaran dan program peternakan khususnya pada belanja 

langsung perangkat daerah. 

3. Meningkatkan kapasitas SDM bidang peternakan baik di Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota. 

 

Diharapkan dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat memacu pelaksanaan Good 

Governance dan Clean Government yang melibatkan seluruh Stakeholder, sehingga 

tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 



NO. URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET

SASARAN PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN

PENINGKATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah buku Penyusunan 

Dokumen
35 buku

PRODUKSI TERNAK

1. Daging Ton 146.458

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah dokumen Evaluasi 

Kinerja 12 dok

2. Telur Ton 168.315
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah pemyediaan gaji dan 

tunjangan 1 tahun

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah pemyediaan gaji dan 

tunjangan 1 tahun

Koordinasi dan Pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

Jumlah dokumen pelaporan 

capaian keuangan SKPD 12 dok

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah

Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik Daerah 

SKPD

Jumlah Dokumen Rencana 

Kebutuhan Barang dan 

pengelolaan aset

12 bl

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan 150 orang

Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bimbingan Teknis 5 dok

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan 

kantor

12 bl

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor
12 bl

Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga

Jumlah Peralatan Rumah 

Tangga
12 bl

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan 

Penggandaan
12 bl

Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bahan/Material 12 bl

Fasilitasi kunjungan Tamu
Jumlah bulan Fasilitasi 

kunjungan Tamu
12 bl

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi
12 bl

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Penyediaan  Jasa  Komunikasi,  

Sumber  Daya  Air

dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik
12 bl

Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor
Jumlah Administrasi Keuangan 12 bl

Jumlah Kebersihan Kantor

Jumlah pelayanan umum 

(pameran)

Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang 

urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan

Jumlah Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Kendaraan 

Dinas/Operasional/perizin

an kendaraan

12 bl

SUB KEGIATAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN

HP
Line



Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya
Jumlah Perbaikan Peralatan 12 bl

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Jumlah Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

12 bl

Pemeliharaan/Rehabilitasi  

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Jumlah Pemeliharaan 

Rutin/Berkala Perlengkapan 

Gedung Kantor

12 bl

PROGRAM  PENYEDIAAN  DAN  

PENGEMBANGAN SARANA 

PERTANIAN

Peningkatan  Ketersediaan  dan  Mutu  

Benih/Bibit Ternak   dan   Tanaman   Pakan   

Ternak,   Bahan Pakan, serta Pakan 

Kewenangan Provinsi

Pemberian    Bimbingan    

Peningkatan    Produksi 

Benih/Bibit Ternak  dan Tanaman 

Pakan Ternak, Bahan Pakan, 

serta Pakan Kewenangan 

Provinsi

Jumlah Akseptor
200000 

aks

Jumlah penerapan teknologi dan 

inovasi peternakan
15 kakot

Jumlah pengembangan teknologi 

pakan ternak
3 klp

Pengembangan      dan      

Pelaksanaan      Sistem 

Manajemen    Mutu    Benih/Bibit    

Ternak    dan Tanaman   Pakan   

Ternak,   Bahan   Pakan,   serta

Pakan Kewenangan Provinsi

Jumlah Pembibitan dan 

Perawatan Ternak Sapi di BPTP 

Campang Tiga

160 ekor

Jumlah Pembibitan dan 

Perawatan Ternak Kambing di 

BPTK Negeri Sakti

130 ekor

Jumlah optimalisasi dan 

pengembangan ternak di UPTD 

Campang Tiga

160 ekor

Jumlah pengawasan mutu pakan 15 kakot

Pengendalian  dan  Pengawasan  Penyediaan  

dan Peredaran   Benih/Bibit   Ternak   dan   

Tanaman Pakan Ternak serta Pakan 

Kewenangan Provinsi

Pengendalian       Penyediaan       

dan       Produksi Benih/Bibit 

Ternak dan Hijauan Pakan 

Ternak

Jumlah Perawatan Ternak 

Unggul BIB Terbanggi Besar
14 ekor

Jumlah Ternak Unggul BIB 

Terbanggi Besar
4 ekor

Pengawasan Peredaran dan 

Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
Jumlah pengawasan bibit ternak 15 kakot

Pengawasan  Peredaran  Obat  Hewan  di  

Tingkat Distributor

Pemeriksaan    Mutu,    Khasiat    

dan    Keamanan Peredaran 

Obat Hewan

Jumlah pengawasan obat hewan 

di tiap tingkatan dan pelaku 

usaha

15 kakot

Penyediaan   Benih/Bibit   Ternak   dan   

Hijauan

Pakan   Ternak   yang   Sumbernya   dari   

Daerah Provinsi Lain

Pengadaan  Benih/Bibit  Ternak  

yang  Sumbernya dari Daerah 

Provinsi Lain

Jumlah Populasi ternak di 

Propinsi Lampung
ekor

Jumlah popolasi ternak di 

kawasan agropark (ternak itik, 

kambing, kelinci dll)

PROGRAM  PENYEDIAAN  DAN  

PENGEMBANGAN PRASARANA 

PERTANIAN

Penataan Prasarana  Pertanian

Perencanaan Pengembangan 

Prasarana, Kawasan dan 

Komoditas Pertanian

Jumlah UPH Peternakan Organik 2 komdts

HP
Line

HP
Line



Pembangunan dan Pemeliharaan 

Pos Pemeriksaan Kesehatan 

Hewan

Jumlah sarana dan prasarana 

pelayanan keswan
15 kakot

Koordinasi, Sinkronisasi dan 

Penataan Prasarana Pendukung 

Pertanian lainnya

Jumlah sarana dan prasarana 

peternakan
15 kakot

Jumlah Sarana dan

Prasarana Lab Pakan dan 

Keswan

1 pkt

Pembangunan,   Rehabilitasi   

dan   Pemeliharaan

Rutin   Gedung   UPTD   

Pertanian   serta   Sarana 

Pendukungnya

Jumlah Pembangunan, 

rehabilitasi, dan penyediaan 

sarana pendukung di UPTD PTS 

Campang Tiga

3 pkt

Jumlah Pembangunan dan 

penyediaan sarana pendukung di 

UPTD BIBD

3 pkt

Jumlah Pembangunan, 

rehabilitasi, dan penyediaan 

sarana pendukung di UPTD 

PTKS Negeri Sakti

2 pkt

PROGRAM PENGENDALIAN 

KESEHATAN HEWAN DAN 

KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER

Penjaminan  Kesehatan  Hewan,  Penutupan  

dan Pembukaan    Daerah    Wabah    Penyakit    

Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota 

dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pengendalian     Resiko     dan     

Penanggulangan Penyakit 

Hewan dan Zoonosis

Jumlah pengendalian dan 

pemberantasan penyakit hewan 

dan ternak

15 Kakot

Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran 

Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah 

Provinsi

Pengawasan  atas  Penerapan  

Persyaratan  Teknis untuk  

Pemasukan  dan/atau  

Pengeluaran  Hewan dan Produk 

Hewan

Jumlah Pengawasan pos unit 

check point
4 kakot

Penerapan      Persyaratan      Teknis      

Sertifikasi Zona/Kompartemen   Bebas   

Penyakit   dan   Unit Usaha Produk Hewan

Pemenuhan     Persyaratan     

Teknis     Sertifikasi 

Zona/Kompartemen Bebas 

Penyakit

Jumlah pengawasan 

medik/paramedik veteriner
15 kakot

Pembinaan     Penerapan     

Persyaratan     Teknis Sertifikasi 

Unit Usaha Produk Hewan

Jumlah Kegiatan Kampanye Gizi 5 kakot

Jumlah Kelompok Peternak 

Kesmavet dan Pasca Panen
5 kali

Jumlah pengawasan PAH pada 

Hari Besar Keagamaan
15 kakot

Pengujian  Laboratorium  

Kesehatan  Hewan  dan 

kesehatan Masyarakat Veteriner

Jumlah layanan  Lab Pakan dan 

Keswan
12 bl

Sertifikasi      Persyaratan      Teknis      

kesehatan Masyarakat Veteriner

Pengelolaan    Penerbitan    

Sertifikasi    Keamanan Produk 

Hewan

Jumlah Unit Usaha Pangan Asal 

Hewan
5 unit

Jumlah Pengawasan Mutu Hasil 

Peternakan
15 kakot

HP
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Line



Kesejahteraan Hewan

Pengelolaan   Penerbitan   

sertifikat   kesejahteraan hewan 

dan Nomor Kontrol Veteriner 

(NKV)

Jumlah Unit Usaha Produk 

Peternakan Yang di Sertifikasi 

NKV

5 unit

PROGRAM               

PENGENDALIAN               DAN 

PENANGGULANGAN BENCANA 

PERTANIAN

Pengendalian      dan   Penanggulangan   

Bencana Pertanian Provinsi

Penanggulangan   Pasca   

Bencana   Alam   Bidang 

Tanaman    Pangan,    

Hortikultura,    Perkebunan, 

Peternakan dan Kesehatan 

Hewan

Jumlah Peserta Asuransi Ternak
 10000 

ekor 

PROGRAM PERIZINAN USAHA 

PERTANIAN

Penerbitan  Izin  Usaha  Pertanian  yang  

kegiatan Usahanya dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Pembinaan    dan    Pengawasan    

Penerapan    Izin Usaha 

Pertanian

Jumlah  kerjasama investasi dan 

Temu Bisnis
5 kali

Jumlah Intervensi Pasar/Bazar 

Murah
5 unit

PROGRAM PENYULUHAN 

PERTANIAN

Pengembangan Penerapan Penyuluhan 

Pertanian

Diseminasi Informasi Teknis, 

Sosial, Ekonomi dan Inovasi 

Pertanian

Jumlah Media Informasi 

Pemasaran Komoditas Ternak
5 media

Jumlah Kegiatan Supply Demand 

Komoditas Peternakan
2 kegiatan

Pelaksanaan    Penyuluhan    

dan    Pemberdayaan Petani

Jumlah Festival Panen Pedet 

dan Kontes Ternak
2 kegiatan

Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  

Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Pembentukan     dan     

Penguatan     Kelembagaan 

Koorporasi Petani

Jumlah kelompok Penguatan 

Lembaga Keuangan Mikro
2 klp

Jumlah  kawasan integrasi 

kelompok ternak
2 pkt

Jumlah Pengawasan, 

Pembinaan dan Pengembangan 

Kemitraan Usaha Peternakan

15 kakot

Jumlah Lembaga Ekonomi 

Peternak Berbasis Korporasi
15 kakot

Pendampingan Manajemen 

Koorporasi Petani

Jumlah Kelompok Pengolahan 

Produk Peternakan
5 produk

Penilain  Kelayakan  dan  

Standarisasi  Manajamen 

Koorporasi petani

Jumlah Peternak Anggota KPB 15 kakot

HP
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